





A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara yang sedang semangat-
semangatnya membangun aspek di berbagai bidang demi tercapainya 
tujuan yang diimpi-impikan yaitu kehidupan yang adil dan makmur, 
sejahtera baik dibidang ekonomi ataupun hokum. Untuk mencapai tujuan 
yang diimpi-impikannya, diperlukan penumbuhan ekonomi pada rakyat 
khususnya rakyat kalangan menengah ke bawah. Seiring dengan hal 
tersebut, Sri Susilo dkk beranggapan bahwa “salah satu upaya dalam 
meningkatkan ekonomi rakyat yaitu melalui pemberian kredit oleh 
lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan, seperti lembaga 
pembiayaan.” 
Dalam menyalurkan kredit diperlukan suatu tahapan. Tahapan itu 
menurut Suhardjono1, merupakan “barisan pertahanan kedua dalam 
mencegah kredit bermasalah, sebagai barisan pertahanan kedua menuntut 
kejelasan dalam penyajian atau penyusunan karena apabila tidak jelas 
maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas.” Dalam 
menyalurkan kredit, pihak bank harus menerapkan tahapan pemberian 
kredit yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk memperkecil risiko 
(uangnya tidak kembali), dalam memberikan kredit penyelenggara harus 
mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik 
 
 1 Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: UPP 




(willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) peminjam 
untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut 
terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kapasitas), Capital 
(modal), Colateral (jaminan), dan Condition of Economy (keadaan 
perekonomian), atau sering disebut sebagai 5C (panca C). 
Prosedur pemberian kredit dimaksud menurut Rilda Murniati2, 
harus berpedoman pada prinsip 5C’s, meliputi: 
1. Character  
Yaitu karakter dari konsumen, yang dapat dikelompokkan menjadi 
3 (tiga) bagian, yaitu :  
a. Konsumen yang memiliki keinginan untuk membayar tetapi 
tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar 
(level konsumen menengah ke bawah). Biasanya konsumen 
ini memiliki karakter yang baik, dalam mendapatkan data-
datanya tidak sulit. 
b. Konsumen yang memiliki kemampuan untuk membayar 
tetapi tidak mempunyai keinginan untuk membayar (level 
konsumen menengah ke atas). Biasanya konsumen ini ingin 
dihormati dan cenderung ingin menang sendiri sehingga 
dalam mendapatkan data-datanya cukup sulit. 
c. Konsumen yang mempunyai keinginan untuk membayar 
dan ada kemampuan untuk membayar. 
 
 2 Rilda Murniati, Segi Hokum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung: Citra 






Yaitu dipergunakan untuk menganalisa konsumen untuk membayar 
angsuran tiap bulan, antara lain dengan menganalisa slip gaji, 
artinya pendapatan konsumen tersebut dapat membayar angsuran 
setiap bulannya sampai berakhirnya masa perjanjian yang telah 
disepakati. 
3. Capital  
Yaitu asset atau harta kekayaan yang dimiliki konsumen, dapat 
dilihat dari PBB, rekening listrik, rekening telepon, dan lain-lain. 
Sehingga konsumen mampu melakukan pembayaran terhadap 
kewajibannya. 
4.  Collateral  
Analisa ini dipergunakan untuk menjaga konsumen yang memiliki 
karakter yang baik tetapi secara kemampuan finansial kurang maka 
perlu dimintakan tambahan jaminan berupa jaminan sebanding 
dengan pembiayaan. 
5. Condition of Economic  
Analisa ini digunakan untuk mengetahui keadaan jangka panjang 
ekonomi konsumen, apakah mampu menyelesaikan pembayaran 
angsuran dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. 
Dari kelima faktor C tersebut di atas, yang paling dominan dalam 




penting untuk dipahami bagi pelaksana pinjaman sebelum memberikan 
kredit. Character berkaitan dengan watak calon debitur/peminjam untuk 
memenuhi kewajiban-kewajibannya, seperti memegang teguh janji dan 
siap melunasi utangnya tepat pada waktunya. Peminjam yang memiliki 
karakter baik akan berdampak positif terhadap kredit yang diberikan oleh 
penyedia jasa pinjaman. Dalam kata lain, kredit tersebut lancar sehingga 
akan berkontribusi positif terhadap kemajuan penyedia jasa pinjaman itu. 
Kesuksesan penyedia jasa pinjaman juga akan berpengaruh 
terhadap kesejahteraan rakyat di sekitarnya, hal ini dilihat dari semakin 
banyaknya rakyat yang memanfaatkan penyedia jasa pinjaman dengan 
berbagai sektor kebutuhannya. Salah satu sektor dimaksud adalah sektor 
pendidikan dan sektor kesehatan karena masih ada sebagian rakyat 
kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan financial secara 
mendesak, seperti misalnya membayar tagihan tambahan untuk anak 
sekolah ataupun membiayai salah satu anggota keluarga yang sedang 
dirawat di rumah sakit. 
Penyedia jasa pinjaman memberikan solusi pilihan keuangan bagi 
rakyat yang memerlukan kebutuhan dana cash dengan jumlah kecil, yang 
belum dapat dipenuhi oleh penyedia jasa pinjaman yang ada, karena 
sebagian besar penyedia jasa pinjaman hanya memberikan pinjaman dalam 
jumlah besar dan jangka waktu cukup lama3. 
 




Perusahaan ini terkenal dengan produk utamanya yakni 
UangTeman.com. yang diluncurkan sebagai aplikasi pemberi pinjaman 
jangka pendek online pertama di Indonesia yang cepet dan terpercaya. 
Bersama UangTeman.com, rakyat tidak perlu lagi bingung ataupun ragu 
untuk menutupi kebutuhan keuangan yang mendadak atau mendesak. 
Rakyat dapat mengajukan aplikasi pinjaman dana talangan tanpa agunan 
sebesar maksimal Rp.2 juta melalui website UangTeman.com dengan 
waktu pengembalian maksimal 30 hari4. 
Kehadiran UangTeman.com, memperoleh sambutan yang cukup 
hangat oleh para netizen Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari 
tingginya kunjungan yang mencapai ribuan klik perhari. UangTeman juga 
telah menerima ribuan pemohon pinjaman uang talangan sementara 
dengan jumlah yang macam-macam. Sebelum uang dicairkan melalui 
transfer bank, peminjam cukup mengisi formulir yang ada di website 
UangTeman.com. Selanjutnya kelompok UangTeman akan mengevaluasi 
melalui algoritma sistem credit scoring and fraud, yang merupakan 
proprietary teknologi UangTeman, serta melakukan verifikasi data. 
Seluruh proses peminjaman bersifat cepat, mudah dan aman yang 
ditujukan untuk membantu peminjam/debitur yang membutuhkan dana 
mendesak5. 
UangTeman tidak membebankan biaya tambahan lain kepada 
peminjam/debitur. Saat cairan, peminjam/debitur akan menerima semua 
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uang di rekening dia secara utuh tanpa dipotongan biaya tambahan seperti 
biaya administrasi maupun biaya agen. Para peminjam dapat melakukan 
simulasi peminjaman langsung di website UangTeman.com yang 
memberikan info mengenai biaya apa ae yang ada sehingga para peminjam 
tahu dengan pasti dari awal berapa jumlah yang akan mereka tangkap dan 
berapa yang harus dipulangkan6. 
UangTeman memberikan pinjaman kepada dia yang memiliki 
rekam jejak kredit yang apik dan dinilai bisa membayar kembali. Metode 
ini diterapkan karena ingin mengajak rakyat untuk senantiasa bertanggung 
jawab dalam mengambil keputusan finansial, serta mengetahui segala 
kelebihan dan kekurangannya. Kelabihan lainnya adalah apabila peminjam 
/debitur secara seregep mengembalikan pinjaman tidak jatuh tempo, maka 
peminjam dapat disetujui dan dicairkan uangnya dalam hitungan jam 
(instant approval) dan mendapatkan keringanan bunga pada pinjaman 
selanjutnya. 
Dari keuntungan-keuntungan tersebut di atas, ada beberapa 
permasalahan yang selama ini dihadapi dengan jumlah nasabah sebanyak 
200 nasabah yang tertarik dan memanfaatkan produk unggulan 
UangTeman.com, sebagai berikut7 : 
1. Nasabah tidak mengakui pinjaman, sebanyak 40%; dari 200 nasabah ;  
2. Alamat Nasabah fiktif, sebanyak 20% ; 
 
 6 Ibid, 
 7 Suhartono, “Pemberian pinjaman dana cash secara Online, Kitab Undang-Undang 
Hokum Perdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. dalam Tesis 




3. Nasabah berhenti bekerja dan/atau diberhentikan, sebanyak 15% ; 
4. Usaha Nasabah bangkrut, sebanyak 15% ;  
5. Nasabah melakukan manipulasi data dan beritikad tidak baik, sebanyak 
10%.  
Berpedoman pada kelima permasalahan tersebut, selanjutnya 
penuulis akan menjelaskan secara deskriptif yaitu pertama, nasabah tidak 
mengakui pinjaman sebanyak 40% dari 200 nasabah. Dalam arti, ada 
sebanyak 80 nasabah yang tidak mengakui adanya transaksi pinjaman, 
meskipun pihak manajemen memiliki dan memegang e-document milik 
peminjam/debitur. Kedua, peminjam/debitur dengan kategori alamat fiktif 
yaitu sebanyak 40 nasabah (20% x 200 nasabah). Ketiga, nasabah dengan 
kategori berhenti bekerja dan/ataupun diberhentikan dari kantornya yaitu 
sebanyak 30 nasabah (15% x 200 nasabah). Keempat, nasabah yang 
mengalami kebangkrutan/pailit usahanya yakni sebanyak 30 nasabah (15% 
x 200 nasabah); dan kelima, nasabah yang melakukan manipulasi data 
yaitu sebanyak 20 nasabah (10% x 200 nasabah)8. 
Merujuk pada kelima permasalahan tersebut, maka dianggap perlu 
adanya kepastian hokum dan perlindungan hokum bagi penyelenggara 
dalam pelaksanaan pemberian kredit secara online. Meskipun belum ada 
data ataupun dokumen pendukung yang diperoleh penulis dari 
penyelenggara mengingat perusahaan ini belum lama dibentuk dan 
 




didirikan sehingga belum ada kasus menonjol terkait dengan kelima 
permasalahan tersebut9. 
Selain itu, tujuan utama penulis mengangkat beberapa 
permasalahan tersebut yakni berupaya untuk memberikan langkah-langkah 
pencegahan (preventive) jika terjadi kasus seperti demikian yang menonjol 
dan merugikan pihak penyelenggara. Hal ini mengingat transaksi 
pemberian pinjaman dilakukan secara online, tidak kayak penyedia jasa 
pinjaman yang lainnya melakukan transaksi pinjaman secara 
konvensional. Dalam arti lain, selaku pengelola peminjaman dana secara 
online, melaksanakan perjanjian dengan cara online tanpa mengharuskan 
bertemunya nasabah dengan pihak perusahaan, namun peminjam hanya 
menandatangani perjanjian yang dilakukan melalui elektronik signing atau 
e-signing. 
Seiring dengan adanya e-signing maka bila dikaji dari sudut 
pandang legalitas atau keabsahan e-signing menurut ketentuan dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hokum Perdata (KUHPerdata) yang 
menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) 
syarat10, yakni: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan; 
3. Hal tertentu; 
 
 9 Ibid 
 10 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata, (Jakarta: 




4. Sebab yang halal. 
Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya 
tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, 
atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata enggak mensyaratkan 
bentuk atau jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh 
karenanya, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara tidak 
langsung. Namun suatu perjanjian dapat dibilang sah apabila telah 
memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 
KUHPerdata. Demikian juga asas kebebasan berkontrak yang dianut 
KUHPerdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat 
suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan 
itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata). Jadi apapun bentuk dan media dari 
kesepakatan itu, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan 
tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. 
Permasalahan itu akan timbul dari suatu transaksi jika salah satu 
pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu 
berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, apalagi bila 
transaksi menggunakan cara elektronik. Hal ini karena penggunaan 
dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media 
elektronik, belum secara khusus diatur di hokum acara yang berlaku, baik 
dalam hokum acara perdata maupun hokum acara pidana. 
Menurut Tan Kamello, sebagaimana dikutip oleh Nicholas 




signature dalam kontrak perdagangan internasional adalah hampir menjadi 
semacam standar bagi perdagangan internasional dimasa yang akan 
datang. Keberadaan digital signature pada saat ini dalam penggunaannya 
sebagai salah satu bentuk kontrak perdagangan internasional telah 
mempunyai kekuatan hokum dan mengikat (legally binding), meskipun 
belum ada konvensi yang mengaturnya secara tersendiri.” 
Problematika atau prokontra mengenai legalitas pembubuhan 
tandatangan atau e-signing inilah yang menjadi benang merah penelitian 
penulis, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-
Undang Hokum Perdata (KUHPerdata). 
Latar belakang penulis mengasumsikan perlunya memberi 
pedoman kedua undang-undang tersebut, karena awalnya, diperlukannya 
Undang-Undang ITE mengingat mekanisme perjanjian pemberian kredit 
hanya dengan membubuhkan tandatangan secara elektronik (e-signing) 
dan mengisi formulir pengajuan kredit. Selanjutnya, diperlukannya 
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, karena perlunya suatu lembaga 
pengawasan yang mampu berfungsi untuk pengawas yang mempunyai 
otoritas terhadap semua lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas 
tersebut bertanggung jawab kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
bank maupun lembaga keuangan non-bank, sehingga tidak ada lagi saling 




Sejalan dengan benang merah penelitian tersebut di atas, terutama 
perlu adanya kepastian hokum dan perlindungan hokum dalam 
pelaksanaan pemberian kredit secara online, sehingga memotivasi penulis 
untuk merasa perlu mengangkat dan membahas permasalahan tersebut 
yang dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah berjudul “TINJAUAN 
YURIDIS NORMATIF MENGENAI PERJANJIAN PINJAMAN 
UANG MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) 
MENURUT PRESPEKTIF HUKUM” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kekuatan hokum perjanjian pinjam meminjam uang 
(kredit) secara online ?  
2. Apa saja kerugian yang dialami oleh peminjam / debitur dalam 
pinjaman uang secara online  ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
` Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pinjam 
meminjam uang (kredit) secara online yang ditinjau dari KUHPerdata 
dan POJK. 
2. Untuk menganalisa kreditur terhadap apabila nasabah wanprestas 






D. Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian ini terdiri atas 2 (dua) manfaat, sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis,  
Diharapkan dapat dijadikan sumber referensi atau kolega tambahan di 
lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 
serta pengembangan dan pemahaman ilmu hokum bagi mahasiswa 
UMM terhadap sistem perikatan atau perjanjian peminjaman dana cash 
secara online khususnya dalam penelitian ini adalah perlindungan 
hokum terhadap perusahaan yang memberikan pinjaman dana cash 
secara online berkenaan dengan wanprestasi oleh nasabah. 
2. Manfaat Praktis, 
 Secara praktis hasil penelitian hokum ini diharapkan dapatmemberi
kan informasi dan masukan bagi ; 
1. Bagi Penulis, 
Sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata 
1 program studi ilmu hokum pada fakultas hokum Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
2. Bagi Fakultas Hokum Universitas Muhammadiyah Malang, 
Agar hasil penulisan hokum ini dapat digunakan sebagai bahan 
referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan 




meneliti lebih lanjut tentang Piutang (Kredit) Online Menurut 
Prespektif Hokum. 
E. Metode Penulisan Hokum 
1. Metode Pendekatan  
Metode Pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-
undangan (Statute Aprroach). Dalam metode pendekatan perundang-
undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam 
peraturan perundangundangan. Perundang-undangan yang dimaksud, 
akan diuraikan pada penjelasan mengenai bahan-bahan hokum primer. 
Selain pendekatan perundang-undangan, penulisan ini juga 
menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) sehingga 
dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip-prinsip hokum, 
prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana 
ataupun doktrin-doktrin hokum, meskipun tidak secara eksplisit, 
konsep dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja 
dalam mengidentifikasi prinsip tersebut penulis harus terlebih dahulu 
memahami konsep tersebut melalui pandanganpandangan dan doktrin-
doktrin yang ada. Konsep hokum yang dimaksud di antaranya konsep 
perlindungan hokum, konsep keabsahan perjanjian, prinsip kehati-







2. Jenis Bahan Hokum 
Penulisan hokum ini merupakan penelitian kepustakaan dalam upaya 
mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hokum primer, 
bahan hokum sekunder, dan bahan hokum tersier. 
a. Bahan Hokum Primer: Bahan Hokum Primer adalah bahan hokum 
yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan, peraturan 
yang dimaksud antara lain : 
1. Kitab Undang-Undang Hokum Perdata, 
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi, 
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 
Jasa Keuangan, 
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 
Pembiayaan, 
 
b. Bahan Hokum Sekunder: Bahan hokum sekunder adalah bahan 
hokum yang menjelaskan bahan hokum primer antara lain buku-
buku yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan. 
c. Bahan Hokum Tersier: Bahan hokum tersier adalah yang 
digunakan untuk memperjelas persoalan atau istilah yang 




terdiri dari kamus hokum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis 
lainnya. 
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hokum 
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. 
Bahan pustaka yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan artikel dari berbagai sumber 
(media cetak, berita, internet). Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan wawancara ke perusahaan pembiayaan online. 
4. Teknik Analisis Data Teknik  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hokum ini 
menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, 
yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Pada penelitian yang 
bersifat normatif ini dalam mengolah dan menganalisis bahan hokum 
primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier tidak dapat 
terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hokum 
dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan pustaka baik berupa 
perundang-undangan, artikel, buku, makalah, dan data-data lain yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
 
F. Sistematika Penulisan Hokum 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan 




pendahuluan, tinjauan pustaka, penelitian dan pembahasan, serta penutup 
dengan menggunakan sistematika berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar 
balakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab kedua ini membahas mengenai Kerangka Teoritis dan 
Kerangka Pemikiran. Kerangka teoritis yang mendasari 
penulisan ini adalah tinjauan tentang debitur sebagai 
konsumen jasa pinjaman atau piutang yang di adakan 
secara online, tinjauan tentang perlindungan hokum, 
tinjauan tentang upaya perlindungan debitur melalui 
tanggung jawab kreditur khususnya lembaga Non-Bank 
terhadap debitur yang diatur dalam KUHPerdata maupun 
Undang- undang lainnya. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan pembahasan dan juga analisa terhadap 
kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari kegiatan 
penyaluran dana secara online serta hokum mengikat 




hokum apa yang dapat dilakukan para pihak guna menjaga 
hak dari masing-masing pihak. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian 
mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan 
maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan 
selama penelitian 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
